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PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhonah dan Nafkan Anak antara:

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir Muara Bungo / 21 November 1995,
umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kota Pekanbaru,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Pongkai / 17 September 1993, umur

30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,

pekerjaan  Kontraktor, tempat tinggal di Kota

Pekanbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06
Februari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 06 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2017 telah dilangsungkan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
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Tenayan raya, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No
XXXX/053/IX/2017 tertanggal 10 September 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah
Swit;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman orang tua Penggugat di JI Sialang Bungkuk No.4 RT. 3 RW 1,
Kelurahan sialang Sakti, Kecamatan Tenayan raya Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang
masing-masing bernama:

o XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada 22 juni 2018;

o XXXXXXXXXXXX XXX, laki-laki, lahir pada 12 November 2021;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2021, ketentraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang
penyebabnya antara lain;

- Tergugat mempunyai kedekatan dengan wanita lain atau selingkuhan;

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Agusustus tahun 2023 dimana Tergugat pergi dan kembali
kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa oleh karena Taqgi Hafiz Abdullah laki-laki, lahir pada 22 juni 2018
dan Muhammad Zain alfatih, laki-laki, lahir pada 12 November 2021 anak
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hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah

umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak

hadhanah (pemeliharaan) ;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas

nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak

dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya
sejumlah Rp4.000.000,00,- empat juta rupiah) untuk kedua orang anak
sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana
maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus
karena perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa
dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraTergugat (TERGUGAT) Terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan anak yang bernama karena XXXXXXXXX laki-laki, lahir

pada 22 juni 2018 dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada 12 November

2021 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak)

tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp4.000.000,00

(empat juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:
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Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu
tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fot
okopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/053/1X/2017, tanggal 10
September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA
Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1),

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-29062018-XXXX, tanggal 16
Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.2);
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3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-20122021-XXXX, tanggal 20
Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P3);

Bukti Saksi
1. SAKSI PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota

Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ibu kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017 di KUA
Kecamatan Tenayan RaKota Pekanbaru;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah saksi di Jl. Sialang Bungkuk, Kelurahan Sialang Sakti,
Kecamatan Tenayan RaKota Pekanbaru;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2021 rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
danpertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan karena Tergugat mempunyai perempuan lain;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat
bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi
semenjak bulan Agustus 2023;

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
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- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama berumur 6 tahun
dan anak kedua berumur 2 tahun lebih;

- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa anak-anak tersebut keadaannya baik dan sehat-sehat saja;

- Bahwa Penggugat adalah wanita baik-baik dan Penggugat tidak pernah
melakukan atau terlibat melakukan perbuatan tercela;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor;

- Bahwa penghasilan Tergugat diatas sepuluh juta rupiah setiap bulan;

2. SAKSI PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama lIslam, pendidikan terakhir
SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota
Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ibu kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2017 di KUA
Kecamatan Tenayan RaKota Pekanbaru;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah saksi di Jl. Sialang Bungkuk, Kelurahan Sialang Sakti,
Kecamatan Tenayan RaKota Pekanbaru;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2021 rumah tangga
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mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
danpertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan karena Tergugat mempunyai perempuan lain;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat
bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi
semenjak bulan Agustus 2023;

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama berumur 6 tahun
dan anak kedua berumur 2 tahun lebih;

- Bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa anak-anak tersebut keadaannya baik dan sehat-sehat saja;

- Bahwa Penggugat adalah wanita baik-baik dan Penggugat tidak pernah
melakukan atau terlibat melakukan perbuatan tercela;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor;

- Bahwa penghasilan Tergugat diatas sepuluh juta rupiah setiap bulan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya
mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat
diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

HIm. 7 dari 19 HIm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir, sedangkan
Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu
Gugatan Cerai, Nafkah, Hak Asuh, dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat tersebut adalah
tentang Gugatan Cerai Nafkah, Hak Asuh, dan Nafkah Anak, maka Majelis
berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih ada hubungan yang
sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan dan diterima serta
diperiksa secara bersama-sama (kumulasi), sesuai dengan maksud pasal 86
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.l. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret
2002;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan
kumulatif yaitu Gugatan Cerai, Nafkah, Hak Asuh, dan Nafkah Anak, maka

Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknya
mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
kepada Penggugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi sejak bulan Mei 2022, disebabkan sudah tidak ada komunikasi
lagi dalam rumah tangga, Tergugat mempunyai kedekatan dengan wanita lain.
Puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2023, dimana Tergugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tuanya,
dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi
yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri,
pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan
Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah
mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki,
lahir di Pekanbaru, pada tanggal 22 Juni 2018, dan XXXXXXXXXXXXXX, laki-
laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 November 2021;
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Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974,
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019, tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada
cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan
perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah
perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim
berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama bahwa alasan
perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang
dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut
selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi
saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di
bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg,
sehingga kedua orang saksi a quo telah memenuhi syarat formil pembuktian;
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Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah
berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu
dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg,
dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di
persidangan terbukti fakta kejadian, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor XXXX/053/1X/2017 tanggal 10 September 2017 dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenayan Raya, Kota
Pekanbaru;

2.

Bahwa sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
sudah tidak ada komunikasi lagi dalam rumah tangga, Tergugat mempunyai
kedekatan dengan wanita lain;

3.

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2023, dimana
Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali
kerumah orang tuanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat
tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan
kewajiban layaknya suami istri;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara,
melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan
Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras

ingin bercerai dengan Tergugat;
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6.
Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat selema ini berada di
bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
7.
Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat
memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak
Penggugat dan Tergugat tersebut;
8.
Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam
keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1.
Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah
menikah pada tanggal 10 September 2017 di KUA Kecamatan Tenayan
Raya, Kota Pekanbaru;
2.
Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;
3.
Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada di
bawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;
4.
Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat
memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak
Penggugat dan Tergugat tersebut;
5.
Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam
keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal
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sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali
rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat
telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah
tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri
tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,
yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Pekanbaru adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Penggugat
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh terhadap 2 (dua) orang anak
Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di
Pekanbaru, pada tanggal 22 Juni 2018, dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di
Pekanbaru, pada 12 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah
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hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya
meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran
Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut
hukum;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak
Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di
Pekanbaru, pada tanggal 22 Juni 2018, dan XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di
Pekanbaru, pada 12 November 2021, sebagaimana bukti P.2 dan P.3, Majelis
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk
kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan
intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun
2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016
tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditentukan bahwa “baik ibu
atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang
XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 22 Juni 2018, dan
XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 November
2021, sesuai dengan bukti P.2 dan P.3 dan sepanjang dalam pemeriksaan
perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat
dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat selaku
ibu kandungnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan
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demikian sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,
menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum
berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat
tentang hak hadhonah terhadap anak pertama dan kedua Penggugat dan
Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada
tanggal 22 Juni 2018, dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada
tanggal 12 November 2021, patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat
selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak hadhonah/asuhnya;
Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh ditetapkan kepada Penggugat,
namun demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk
pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka
dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah
dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya
untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan firman
Allah SWT. dalam surat al-Bagarah ayat 233 di atas, dan juga ketentuan Pasal
41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Baik ibu atau
bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-
mata berdasarkan kepentingan anak...”, jo. ketentuan Pasal 26 huruf (a) dan
huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
yang berbunyi, “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a.
mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. Menumbuh
kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
Menimbang, bahwa sekalipun ditetapkannya Penggugat sebagai
pemegang hak hadhanah atas diri 2 (dua) orang anak yang bernama
XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada pada 22 Juni 2018, dan
XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 November
2021, secara hukum tidak menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi
Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maupun kerabat lainnya,
untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan
mengingat kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dalam
menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut. Untuk itu,
tidak diperkenankan bagi Penggugat untuk menghalangi-halangi keinginan
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Tergugat yang merupakan ayah kandung anak tersebut, serta kerabat lainnya,
untuk mengunjungi atau menjenguk bahkan membawa untuk jalan-jalan
sepanjang tidak menganggu kepentingan dan pendidikan anak aquo dalam
rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sehingga
hubungan darah dan hubungan bathin serta kasih sayang antara anak dan
orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a)
dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, kewajiban
memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh / hadhanah
harus dilaksanakan. Dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak
memegang hak asuh / hadlanah untuk bertemu anaknya dapat dijadikan alasan
untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / hadlanah;

Menimbang, bahwa disamping menuntut hak asuh, Penggugat juga
menuntut agar Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak
XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 22 Juni 2018, dan
XXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12 November
2021, sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta
rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-
anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa akibat perceraian menimbulkan hak dan kewajiban
antara ayah dan anak, dimana ayah bertanggungjawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut
dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (vide. Pasal 41 huruf (b) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d)
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas,
Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang
anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim
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berpendapat Tergugat tidak bisa lepas dari tanggungjawabnya terhadap anak
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan
saksi, terbukti Tergugat bekerja sebagai Kontraktor, Majelis berpendapat
Tergugat mempunyai penghasilan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat
menetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum anak
tersebut, sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan rasa keadilan, Majelis Hakim
menetapkan bahwa jumlah nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang telah
ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat, ditanggung oleh Tergugat sejumlah
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan
kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi dimasa
yang akan datang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring
dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang
ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya,
sesuai dengan SEMA No.3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka tuntutan untuk nafkah anak Penggugat terhadap Tergugat dapat
dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 2
(dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di
Pekanbaru, pada tanggal 22 Juni 2018, dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di
Pekanbaru, pada tanggal 12 November 2021, minimal sejumlah
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan
kesehatan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri
dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan
azas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum
dalam diktum amar putusan ini;
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Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Solihin bin
Suhardi) terhadap Penggugat (Launa Perontini Puspita binti Efrilius);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang
bernama:
4.1.Taqi Hafiz Abdullah, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 22 Juni
2018,
4.2. Muhammad Zain Alfatih, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 12
November 2021,
Berada dibawah hadhanah Penggugat (Launa Perontini Puspita binti
Efrilius) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat
untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan
kasih sayang terhadap anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat membayar melalui Penggugat nafkah 2 (dua) orang
anak sebagaimana dictum angka 4 di atas minimal sejumlah Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai
anak tersebut dewasa/mandiri, dengan ketentuan nominal tersebut akan
bertambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ya
ng hingga saat ini dihitung sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu ru
piah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 25 Syakban 1445 Hijriah oleh Dra. Erina, M.H. sebagai Ketua
Majelis, Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Drs. M. Nasir, M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
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tersebut, dan didampingi oleh Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota , Ketua Majelis,
Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H. Dra. Erina, M.H.
Hakim Anggota

Drs. M. Nasir, M.H.

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya PNBP : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan . Rp60.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

6. Biaya Meterai . Rp10.000,00
JUMLAH :  Rp210.000,00

(dua ratus.sepuluh ribu rupiah).
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